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ABSTRAK 

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Namun dalam 

prakteknya, sebuah perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus. Perkawinan bisa 

dibatalkan karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam 

pengajuan pembatalan perkawinan Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 ayat (3) 

telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) 

bulan, lewat dari itu haknya gugur. Contoh dari pembatalan perkawinan adalah 

yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 

0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg karena adanya pemalsuan identitas dan pemalsuan 

dokumen oleh pihak istri. Tetapi perkara ini baru diajukan 2 tahun setelah 

pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Permasalahan yang dikaji dalam 

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg: Bagaimana 

proses pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg di 

Pengadilan Agama Padang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan putusan pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 

0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan 

perkawinan? Permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah 

studi dokumen dan wawancara. Sehingga hasil penelitian bahwa proses 

pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg di 

Pengadilan Agama Padang sama dengan tata cara gugat cerai, pertimbangan 

hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini 

walaupun telah melewati batas waktu adalah bahwa pembatalan perkawinan 

dengan alasan perempuan masih dalam masa iddah dari suami lain tidak 

disebutkan batas waktu pengajuannya dalam UUP maupun KHI, yang disebutkan 

dalam jangka waktu 6 bulan dalam Pasal 27 UUP adalah alasan pembatalan 

perkawinan karena ancaman dan salah sangka mengenai istri/suami. 

 

 

 


